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MUHAMMAD RHEZA PRASETYA, B11109991. Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua 
Dan Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
1088/Pid. B/ 2012/PN.MKS),(dibimbing oleh Andi Sofyan dan Kaisaruddin 
Kamaruddin). 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak  merupakan tindak 
pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal ini terjadi   
karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak 
yang mendukung terjadinya tindak pidana  tersebut.. Hal ini merusak 
masa depan mereka karena tindak pidana tersebut memberikan dampak 
yang cukup besar baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi 
sikap anak terhadap orang lain. Data-data juga menunjukkan bahwa  
kasus persetubuhan terhadap anak  serta melarikan anak dibawah umur 
terjadi sekitar 2% dari jumlah anak di Indonesia pada tahun 2007 dan 
angkanya terus meningkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak 
di bawah umur dan membawa lari anak di bawah umur tanpa izin orang 
tuanya sesuai putusan no 1088/pid.B/2012/PN/MKS dan diketahuinya 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak 
pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan membawa lari 
anak di bawah umur tanpa izin orang tuanya sesuai putusan no 
1088/pid.B/2012/PN/MKS 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang 
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
1. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 ayat 
(2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002, dan dakwaan kedua Pasal 
332 Ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 
1088/Pid.B/2012/PN.MKS. 
2. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan 
serta denda sebesar Rp. 60.000.000,00 
Sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
membawa lari perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya dan 
melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Adapun saran 
untuk penelitian ini adalah jaksa penuntut harus teliti dan cermat dalam 
menyusun  dakwaan 
Kata Kunci: tindak pidana, melarikan perempuan, anak di bawah umur, 
tindak pidana persetubuhan 
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A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga 
negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga 
memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap 
anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus 
bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta 
sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap 
pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-Undang No. 23 tentang 
Perlindungan Anak). 
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi, 
dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa (Sumiarni, 2000: 
24). 
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Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa 
yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah 
Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu 
tindak pidana mengenai persetubuhan dengan anak dibawah umur serta 
tindak pidana membawa lari anak dibawah umur. Hal ini merupakan 
ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak.  
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak  merupakan tindak 
pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih 
memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi 
korban tindak pidana persetubuhan  karena kurangnya perhatian dari 
orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya 
tindak pidana perkosaan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak 
jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan 
mereka karena tindak pidana perkosaan memberikan dampak yang cukup 
besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang 
mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain. 
Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah 
umur, Soetandyo Wignjosoebroto, mengemukakan bahwa tindakan 
tersebut adalah  suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang 
lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan 
atau hukum yang berlaku melanggar, jadi sangatlah tidak 
berprikemanusian bila anak di bawah umur di jadikan korban perkosaan. 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini bukan 
suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tak penting,  
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Masalah inii sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak 
di bawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus 
cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala 
tindakan yang dapat merugikannya. 
Begitu halnya dengan tindak pidana membawa lari perempuan di 
bawah umur. Sejak zaman tradisional hingga zama modern seperti 
sekarang ini, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi. 
Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan 
terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan 
relatif mudah dibuktikan. 
Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai „melarikan 
perempuan di bawah umur‟. Ada juga yang memakai frasa „melarikan 
perempuan yang belum dewasa‟. Apapun istilahnya, yang pasti dalam 
rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya 
belum mencapai usia dewasa. Kejahatan schaking itu diatur dalam Pasal 
332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara 
leksikal, schaking berasal dari kata kerja schaken yang berarti „menculik 
gadis atau wanita‟ (S. Wojowasito, 1978: 563). 
Badan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mengemukakan data bahwa kasus melarikan anak dibawah umur terjadi 
sekitar 2% dari jumlah anak di Indonesia pada tahun 2007 dan angkanya 
terus meningkat. 
Penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak 
dibawah umur dan tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur 
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sebenarnya harus di lakukan sedini mungkin agar anak - anak dapat 
menikmati masa kecilnya dengan aman, Oleh karena itu, tidak hanya 
aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan 
seluruh lapisan mayarakat berperan aktif dalam memperhatikan, 
melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.  
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 
salah satu tindak pidana dengan judul penelitian : ”Tinjauan Yuridis 
Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan terhadap anak dan 
Melarikan Perempuan Belum Dewasa tanpa Izin Orang Tuanya (Studi 
Kasus Putusan No. 1088/pid.B/2012/PN.MKS)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah 
agar penelitian tersebut terlaksana dengan baik dan terarah  tepat 
sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan 
latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur 
dan melarikan anak dibawah umur tanpa izin dari orang tuanya 
sesuai putusan No. 1088/pid.B/2012/PN.MKS ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan dengan anak di 
bawah umur dan membawa lari anak dibawah umur tanpa izin 
orang tuanya sesuai putusan No. 1088/pid.B/2012/PN.MKS? 
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C. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana lazimnya setiap penelitian ilmiah tentunya 
mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan tujuan penelitian ini adalah: 
1. Diketahuinya penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan 
membawa lari anak di bawah umur tanpa izin orang tuanya 
sesuai putusan no 1088/pid.B/2012/PN/MKS  
2. Diketahuinya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan dengan anak di 
bawah umur dan membawa lari anak di bawah umur tanpa izin 
orang tuanya sesuai putusan No 1088/pid.B/2012/PN/MKS 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi ilmu hukum 
Sebagai masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya 
tentang tindak pidana melarikan anak dibawah umur dan sebagai 
referensi bagi penelitian selanjutnya.. 
2. Bagi Penulis 
Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah. 
3. Bagi masyarakat 
Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat  untuk 






A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Definisi Tindak Pidana 
Saat ini setidak-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda). Pendapat para ahli 
mengenai tindak pidana adalah: 
a. Pengertian tindak pidana menurut Simons (Erdianto Effendi, 
2011: 97) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan 
hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang 
mampu bertanggung jawab. 
b. Menurut Pompe (Erdianto Effendi, 2011: 97), tindak pidana 
secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 
sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum. 
c. Van Hamel (Erdianto Effendi, 2011: 98) merumuskan tindak 
pidana itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-
hak orang lain. 
d. Menurut E. Uthrecht (Erdianto Effendi, 2011: 98), tindak pidana 
dengan istilah peristiwa pidana yang seringg juga disebut delik, 
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karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif 
atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya 
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan 
itu). 
e. Moeljatno (Erdianto Effendi, 2011: 98) menyatakan bahwa tindak 
pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
f. Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99) menyatakan 
bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu 
dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan 
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
mampu bertanggung jawab). 
g. Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2002: 75), menyatakan 
bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman pidana. 
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa 
yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana 
perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh 
undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. 
Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma 
dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum 
ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh 
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pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana (Wirjono 
Prodjodikoro, 2003:1). 
2. Unsur Tindak Pidana 
Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang 
disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana 
adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur 
tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut: 
 Menurut Moeljatno ( Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak 
pidana adalah: 
a. “Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)” 
 
Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti 
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian 
diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu 
dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian 
perbuatan pidana. 
Menurut R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), bahwa: 
“ tindak pidana terdiri dari unsur-unsur: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 




Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu 
selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan 
Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak 
selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 
Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2002: 81), bahwa: 
“unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut: 
a. Perbuatan (yang) 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) 
d. Dipertanggungjawabkan” 
 
Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81), merinci 
unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut: 
“Unsur-unsur tindak pidana adalah: 
a. Kelakuan (orang yang) 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum 
c. Diancam dengan hukuman 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) 
e. Dipersalahkan/kesalahan” 
 
Sementara itu, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (Erdianto Effendi, 
2011: 99), menyatakan bahwa unsur- unsur tindak pidana meliputi: 
a. Subjek 
b. Kesalahan 
c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan) 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
 
Dari segi teoritis suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang dilarang oleh 
hukum dengan ancaman hukuman.  Yang dijadikan titik utama dari 
pengertian objektif disini adalah tindakannya. 
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Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan tindakan seseorang 
yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini 
mengutamakan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang. 
Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang 
terkandung dalam hati dan pikirannya 
Menurut Lamintang (1997:193), unsur-unsur subjektif dari suatu 
tindak pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) 
b. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
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Menurut Adami Chazawi (2002: 82) dapat diketahui adanya sebelas 
unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
3. Syarat Pemidanaan Tindak Pidana 
a. Unsur Perbuatan 
Unsur perbuatan merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana. 
Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian 
perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Perbuatan atau feit 
tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan 
tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Pengertian yang 
sebenarnya dalam istilah feit adalah termasuk baik perbuatan aktif 
maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan 
yang untuk mewujudkannya diperlukan/ disyaratkan adanya suatu 
gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, 
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misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406). 
Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan 
suatu perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut 
telah mengabaikan kewajiban hukumnya. Misalnya perbuatan tidak 
menolong atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). 
Kesimpulann aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas 
menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan 
hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara 
perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan 
lain diluar kategori tersebut. Adanya aturan mengenai tindak pidana 
bertuuan untuk dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dan tidak 
boleh dilakukan. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan.  
b. Unsur Pembuat (Dader) 
Unsur pembuat adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yag berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana, dan termasuk 
didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur 
pembuat merupakan salah satu syarat pemidanaan bagi pelaku tindak 
pidana yang melakukan kesalahan baik itu kesengajaan (dolus) atau 
kealpaan (culpa). 
Telah dikemukakan bahwa pertanggung jawaban tindak pidana 
tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak 
pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada 
pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tindak pidana 
tersebut tidak dapat disamakan dengan pelaku materiil.  
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B. Tinjauan Umum tentang Anak 
1. Definisi Anak 
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 
perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan 
tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 
tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 
Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya 
manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa 
depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan 
anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin 
baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila 
keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 
bangsa yang akan datang (Dellyana, 1990: 50). 
Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak 
merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan 
anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga 
mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan 
dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa 
(Mulyadi, 2005: 4). 
Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung 
secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan y6ang 
tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu 
dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan 
tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:  
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a. Masa pra-lahir : dimulai sejak terjadinya konsepsi sampai lahir 
b. Masa Bayi : usia baru lahir sampai satu tahun. 
c. Masa anak : Masa anak-anak awal : 1 tahun-6 tahun, Anak-
anak  : 6 tahun-12/13 tahun. 
d. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun 
e. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. 
f. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. 
g. Masa tua : 60 tahun-meninggal . 
2. Definisi Anak menurut Hukum 
Dellyana (1990) mengungkapkan bahwa dalam hukum kita terdapat 
pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-
tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri 
mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan 
hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau 
disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan 
anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam sub sistem 
sebagai berikut: 
a. Pengertian nak menurut UUD 1945 
Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang 
berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. 
Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum 
nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai 
kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung 
jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut 
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UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan bahwa ketentuan 
UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkanya UU No. 4 
tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak 
(pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-
hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun 
sosial. Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan 
dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia 
dilahirkan . 
b. Pengertian anak menurut UU No.3 Tahun 1997 
Pengertian anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak 
nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi 
dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: 
pertama, anak dibatsi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 
(delapan belas) tahun sedangkan syarat kedua si anak belum pernah 
kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah 
kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam 
perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka anak 
dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan 
belas) tahun. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi (2011) pada 2011 memutuskan 
bahwa anak yang bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan 
pidananya adalah di atas 12 tahun. Untuk yang masih di bawah 12 tahun 
akan dikembalikan ke keluarga atau negara. MK mempertimbangkan 
penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia 
pertanggungjawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktik 
sebagian negara-negara. Dalam pertimbangannya, MK menilai anak yang 
belum berusia 12 tahun belum memiliki kesadaran hukum dan 
tindakannya. Sehingga, anak di bawah 12 tahun belum bisa dituntut 
pertanggung jawaban jika melakukan tindak pidana. 
Alasan penetapan batas umur 12 tahun ke atas sudah bisa dituntut 
pertanggung jawaban hukum karena anak secara relatif sudah memiliki 
kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil. MK kemudian 
menyatakan frasa '8 tahun' dalam Pasal 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat (1) 
UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat, kecuali si anak berumur 12 tahun ke atas. 
c. Pengertian anak menurut UU Perkawinan 
UU No.1 1974 (Undang-Undang Perkawinan) tidak mengatur 
secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, 
akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat 
ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 
tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat 
batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan 
belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. 
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Hilman Hadikusuma (2007) mengungkapkan bahwa batas antara 
belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu 
dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang 
belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya 
anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan 
sebagainya walaupun ia belum kawin. 
Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan 
pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa 
anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
pernak kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada 
dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah 
disimpulkan bahwa anak dalam UU No.1 tahun 1974 adalah mereka yang 
belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk 
perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. 
d. Pengertian anak menurut hukum adat 
Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang menentukan siapa 
yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan 
tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak 
berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo 
(1967) berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat 
menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri 
sebagai berikut: 
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1) Dapat bekerja sendiri. 
2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab. 
3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. 
e. Pengertian anak menurut hukum perdata 
Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa 
aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum 
yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa 
(batas usia) sebagai subjek hukum dan hak-hak anak di dalam hukum 
perdata. 
Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang 
yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas 
legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum 
nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam 
ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan 
mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam 
masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang 
berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana 
kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh 
Pasal 2 KUHPerdata. 
f. Pengertian anak menurut hukum pidana 
Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada 
pemahaman terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena 
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secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum 
dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk 
pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum 
yang normal. 
Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek 
hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang 
untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya 
menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan 
masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian 
anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai 
berikut:  
1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana. 
2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-
hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata 
negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. 
3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses 
perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana 
yang dilakukan anak itu sendiri. 
4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. 
5) Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.  
Dalam Pasal 45 KUHP maka anak dinyatakan bahwa: 
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan 
hukum yang dikerjakannya ketika berumur belum enam belas 
tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang 
bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 
pemeliharaannya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan 
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supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana 
apapun” 
 
Hukum pidana memandang anak belum dewasa dari segi 
pidananya jika berumur di bawah 16 tahun. Soesilo (1995) dalam 
pembahasannya mengatakan hakim dapat memutuskan salah satu dari 
tiga kemungkinan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yakni: 
1) Anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau 
pemeliharaannya 
2) Anak itu tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan kepada rumah 
pendidikan anak-anak nakal untuk dididik sampai berumur 18 
tahun.  
3) Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa dalam hal ini hukuman 
dikurangi sepertiganya” 
 
Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak maka Pasal 45 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah 
memberikan perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan 
kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang 
berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi 
segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang 
diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi defenisi tentang 
anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang 
menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak 
dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar 




C. Tinjauan Umum tentang Kesusilaan 
Pengertian kesusilaan menurut kasus hukum adalah suatu tingkah 
laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan 
dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi 
terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat 
(Soedarso, 1992: 64). 
Pada bab XIV buku kedua dan bab VI buku ketiga KUHP membagi 
dua jenis tindakan pidana yakni: 
a. Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid). Untuk 
kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 
sampai Pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan 
pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 
535. 
b. Tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan 
kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, 
untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis 
pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berhubungan 
dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 dan 
Pasal 547 (Soedarso, 1992: 64). 
Berdasarkan pada tafsir terjemahan pada kata yang termuat dalam 
teks aslinya yakni zedelijkheid dan zeden. Oleh ahli hukum di Indonesia 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan 
kesopanan. Kata zeden memiliki arti yang lebih luas dari kesusilaan. 
Kesopanan pada umumnya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik 
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dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat. Sedangkan 
kesusilaan juga merupakan adat kebiasaan yang baik namun khusus 
mengenai kelamin seseorang (Leden, 1996: 25).  
 
D. Tinjauan Umum tentang Persetubuhan terhadap Anak dan 
Melarikan Anak Tanpa Izin Orang Tuanya 
1. Definisi 
Masyarakat awam selalu menganggap persetubuhan sama artinya 
dengan perkosaan. Secara teori sangat mudah membedakan kasus 
persetubuhan dengan perkosaan. Jika perbuatan tersebut dilakukan di 
bawah ancaman kekerasan atau dengan kekerasan maka kasus itu 
disebut perkosaan. Tetapi apabila terdapat suatu bujuk rayu yang 
menyebabkan terjadinya suatu hubungan intim maka digolongkan sebagai 
suatu persetubuhan. 
Menyimak uraian tersebut di atas, maka delik persetubuhan sudah 
jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 287 KUHPidana. Oleh sebab itu pengertian 
persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge Raad 
sebagaimana disebutkan bahwa: 
“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan 
perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan 
kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam 
kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa 
perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya 
ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal 






Soesilo (1995) mengemukakan bahwa persetubuhan itu pada 
dasarnya adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang 
biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan 
laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga 
mengeluarkan air mani. Pandangan-pandangan tersebut menegaskan 
bahwa persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis 
kelamin yang berbeda. yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan.  
Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang 
menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua 
hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur 
persetubuhan tidak dapat dibuktikan maka dipakailah perbuatan cabul 
sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan 
dengan pelecehan seksual. Semua hal itu masih dalam cakupan 
kejahatan kesusilaan. 
2. Delik Persetubuhan terhadap Anak 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Pasal 287 ayat (1)berbunyi: 
“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, 
sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur 
perempuan itu belum cukup lima belas tahun kalau tidak nyata 
umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, 
dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.” 
 
Persetubuhan anak dibawah umur diatur dalam Pasal 287 
KUHPidana, yaitu: 
1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar 
perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 
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diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau 
umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya kawin, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 
2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengadilan, kecuali jika umur 
perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu 
hal yang tersebut pada Pasal 291 atau 194. 
Apabila dicermati maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 
KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu: 
1) Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang yang 
masih dibawah umur 15 tahun tetapi lebih dari 12 tahun. Tindak 
pidana ini merupakan delik aduan, yang hanya bisa dituntut atas 
pelanggarannya karena adanya pengaduan. 
2) Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang dibawah 
umur 15 tahun tetapi kurang dari 12 tahun. Jenis tindak pidana 
ini bukan merupakan delik aduan, sehingga untuk penentuannya 
tidak dibutuhkan adanya pengaduan. 
Adapun tindak pidana yang diatur dalam pasal KUHPidana memuat 
unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Unsur subjektif, terdiri dari: 
a) Diketahui, dan 
b) Sepatutnya harus diduga 
2) Unsur objektif, terdiri dari: 
a) Bersetubuh; 
b) Seorang wanita; 
25 
c) Diluar pernikahan 
d) Belum berumur 15 tahun, atau 
e) Belum mampu kawin 
Dalam Pasal 287 KUHPidana termuat adanya dua kesalahan 
sekaligus dalam suatu tidak pidana, yaitu kesalahn dalam bentuk 
“kesengajaan” yang dirumuskan dengan istilah “diketahui” dan kesalahan 
dalam bentuk “kealpaan” yang dirumuskan dengan istilah “sepatutnya 
harus diduga”. 
Dengan demikian terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
287 KUHPidana tersebut tidak dipersyaratkan secara mutlak adanya 
unsur kesengajaan. Artinya pelaku tidak dituntut harus mengetahui bahwa 
wanita yang disetubuhi itu belum berumur lima belas tahun. 
Adami Chazawi (2002) mengemukakan bahwa: 
“Kejahatan Pasal 287 KUHPidana merupakan tindakan pidana 
aduan relative karena pengaduan itu berlaku atau diperlakukan 
hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak 
perempuan yang umurnya 12 tahun sampai lima belas tahun atau 
jika dalam persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat 
dalam Pasal 291 KUHPidana dan Pasal 294 KUHPidana. Akan 
tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan pada anak yang belum 
berusia 12 tahun dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan pada 
Pasal 291 KUHPidana dan Pasal 294 KUHPidana, kejahatan itu 
bukan merupakan tindak pidana aduan” 
 
b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Sebagaimana Diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 
82 KUHPidana 
Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum 
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam 
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UU Perlindungan Anak diatur beberapa pasal terkait persetubuhan 
terhadap anak, termasuk pencabulan. 
Pasal 81 ayat (1) menentukan setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun 
dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
Pasal 81 ayat (1) merumuskan bahwa: 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah). 
 
Pasal 81 ayat (1) merumuskan untuk memidana setiap orang yang 
secara sadar dan memiliki niat sengaja, dengan menggunakan upaya-
upaya atau cara-cara kekerasan, atau berupa ancaman kekerasan, yang 
dengan cara tersebut memaksa anak untuk melakukan persetubuhan 
dengannya ataupun dnegan orang lain. Unsur paksaan ini termasuk pula 
membuat pingsan atau tidak berdaya. 
Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut merumuskan bahwa: 
Ketentuan pidana sebaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
 
27 
Pasal 81 ayat (2) merumuskan bahwa melakukan upaya atau cara 
seperti tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan juga dipidana. 
Pada Pasal 82 yaitu menentukan setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun 
serta denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) 
dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
3. Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa 
Secara lengkap Pasal 332 KUHPidana ini berbunyi: 
“(1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana 
penjara: 
1. Paling lama tuuh tahun, barang siapa membawa pergi 
seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa 
dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan 
persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk 
memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik 
didalam maupun diluar perkawinan. 
2. Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa 
pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, 
kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud 
untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan 
itu, baik didalam maupun diluar perkawinan. 
(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan 
(3) Pengaduan dilakukan: 
a. Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh 
dia sendiri atau orag lain yang harus memberi izin bila 
dia kawin. 
b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh 
dia sendiri atau suaminya. 
(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan 
yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku 
aturan-aturan burgerlijk wetboek maka tak dapat dijatuhkan 
pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal” 
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Yang menjadi inti dari delik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 
332 ayat (1) KUHP adalah: 
1. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa. 
Membawa pergi berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari 
laki-laki. Hoge Raad  Desember 1888 berbunyi: membawa pergi 
menghendaki suatu tindakan aktif dari laki-laki. Untuk 
penguasaan atau wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan 
secara lama. 
Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi 
kesengajaan ditujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa 
pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks 
dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk 
menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia 
dirintangi ia tetap akan melakukan perbuatannya (Hamzah, 
2009). 
Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum 
dewasa adalah perempuan yang belum berumur delapan belas 
tahun dan belum kawin. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan Pasal 50 menyebutkan batas usia 
anak yang dewasa adalah 18 tahun. Dengan adanya ketentuan 
diatas, maka batas usia 21 tahun sebagaimana ditetapkan 
dengan S. 1931/54 sudah tidak berlaku lagi. 
2.  Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya 
tidak menyetujui perbuatan tersebut. 
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3. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada 
tindakan aktif dari lai-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu 
muslihat, atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
4. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik dengan 
maupun diluar perkawinan. 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan/Concursus 
1. Definisi Perbarengan (Concursus) 
Dalam kasus hukum, perbarengan juga disebut samenloop 
(Belanda) atau disebut juga concursus. Prodjodikoro (2003) 
menerjemahkan samenloop dengan gabungan tindak pidana. Maka dalam 
pengambilan keputusan kita menjumpai keadaan bahwa ada beberapa 
orang dan satu peristiwa pidana, dan dalam keadaan bersamaan ada 
beberapa peristiwa dan seorang. Yang terakhir ini juga menjadi recidive 
(pengulangan kejahatan). Perbedaan antara kejahatan kebersamaan dan 
recidive adalah bahwa dalam hal recidive terjadi peristiwa pidana itu 
dihentikan oleh putusan hakim. Walaupun begitu, si terhukum masih 
melakukan beberapa peristiwa tanpa adanya kesempatan bagi hakim 
untuk memberi peringatan. Adanya perbarengan apabila ada beberapa 
tindak pidana yang dilakukan, dan diantara beberapa perbuatan pidana itu 
si pembuat tidak diadili bertalian salah satu perbuatan pidana yang 
dilakukan. Sedangkan  recidive apabila ada beberapa perbuatan pidana. 
Setelah si pelaku diadili, ia melakukan perbuatan pidana lagi.  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya 
suatu gabungan adalah: 
30 
a. Ada dua/lebih tindak pidana yang dilakukan 
b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu 
orang (atau dua orang dalam hal penyertaan) 
c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; 
dan 
d. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. 
2. Sistem Pemidanaan 
Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk 
menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang 
dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu 
tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 
empat sistem atau stelsel pemidanaan yaitu: 
a. Sistem Absorpsi 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana 
yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana 
saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan 
beberapa delik. 
b. Sistem Kumulasi 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana 
sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan 
terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan. 
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c. Sistem Absorpsi Diperberat 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan 
pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat 
dijatuhkan satu pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini 
diperberat dengan menambah sepertiga (1/3). 
d. Sistem Kumulasi Terbatas 
Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang 
menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan 
pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang 
diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan 
tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh 
melebihi dari pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga). 
3. Klasifikasi Concursus 
Concursus dikalsifikasikan menjadi dua yaitu concursus idealis dan 
concursus realis. Adapun pengertian dari kedua concursus tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Concursus Idealis 
Concursus idealis (eendaadsche samenloop) yaitu suatu perbuatan 
yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai 
gabungan berupa satu perbuatan yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari 
satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang 
dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya 
dikenakan pidana pokok yang terberat. Concursus idealis diatur dalam 
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Pasal 63 KUHP. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan 
peraturan disebutkan: 
1) Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara 
aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok terberat. 
2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, 
maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.  
Menurut Pasal 63 Ayat (1) digunakan sistem absorbsi, yaitu hanya 
dijatuhi satu pidana pokok yang terberat. Namun demikian dalam praktik 
pemidanaan ada kemungkinan: 
1) Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok 
yang sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut VOS 
dijatuhkan pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling 
berat. 
2) Apabila menghadapi pilihan antara dua pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana yang terberat didasarkan 
urut-urutan jenis pidana yang terberat didasarkan urut-urutan 
jenis pidana seperti dalam Pasal 10. 
Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung adagium lex 
specialis derogat legi generali (aturan undang-undang yang khusus 
meniadakan aturan yang umum). Jadi misalkan ada seorang ibu 
melakukan aborsi/pengguguran kandungan, maka dia dapat diancam 
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dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. 
Namun karena Pasal 341 telah mengatur secara khusus tentang tindak 
pidana ibu yang membunuh anaknya, maka dalam hal ini tidak berlaku 
sistem absorbsi. Ibu tersebut hanya diancam dengan Pasal 341. 
Berdasarkan rumusan Pasal 63 KUHP tersebut, para pakar 
berusaha membuat pengertian tentang perbuatan (feit). Prof. Mr. 
Hazewinkel-Suringa menjelaskan arti perbuatan yang dimuat dalam Pasal 
63 KUHP sebagai berikut: “perbuatan yang dimaksud adalah suatu 
perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara 
melakukan, atau karena tempatnya, atau karena melakukannya, atau 
karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang 
telah dilindungi oleh undang-undang lain”. 
Sedangkan menurut Hoge Raad, Concursus idealis yakni suatu 
perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian 
yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman 
hukumannya paling berat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa 
keadilan. Begitu juga dengan VOS membuat pula satu perumusan jelas 
tentang feit sebagai satu perbuatan fisik. Perbuatan materiil atau 
perbuatan fisik adalah perbuatan yang dilihat terlepas akibat yang 
ditimbulkan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subjektif 
(kesalahan) dan terlepas pula dari semua hal lain yang menyertai. Jadi 
misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam 
dengan pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 285 tentang memperkosa 
perempuan, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281 
34 
karena melanggar kesusilaan di muka umum. Dengan sistem absorbsi, 
maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara. 
Dengan diterapkannya sistem ini yakni diberlakukannya satu 
ketentuan hukum, yaitu yang menentukan hukuman pokok terberat. Jadi 
hanya satu kali diberi pidana, apabila atas satu peristiwa yang lebih berat 
menutupi yang lebih ringan. Buah pikiran yang merupakan dasar daripada 
ketentuan ini ialah bahwa pada satu peristiwa hanya boleh diberi pidana 
satu kali. 
b. Concursus Realis 
Concursus realis (meerdaadse samenloop) terjadi apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing 
perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu 
sejenis dan tidak perlu berhubungan). Concursus realis diatur dalam Pasal 
65-71 KUHP. Menurut ketentuan yang termuat dalam KUHP, concursus 
realis dibedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan. 
Tindak pidana kejahatan termuat dalam Pasal 65 dan 66 KUHP 
sedangkan tindak pidana pelanggaran termuat dalam Pasal 70 dan 70 bis. 
Pasal 65 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan sistem 
pemidanaannya juga menggunakan absorbsi diperberat. Perbedaan 
antara Pasal 65 dan 66 KUHP terletak pada pidana pokok yang 
diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena perbuatan-
perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang diancamkan itu sejenis 
atau tidak. 
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Sedangkan Pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang 
melakukan beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Jika 
Pasal 65 dan 66 menyebutkan tentang gabungan kejahatan dengan 
kejahatan, Pasal 70 memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan 
dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran.  
Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, 
sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman 
sendiri-sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman 
kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh 
lebih dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman kurungan 
pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan. 
Pasal 70 bis menentukan kejahatan-kejahatan ringan dianggap 
sebagai pelanggaran. Bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut 
harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jika 
dijatuhkan hukuman penjara maka jumlah semua hukuman tidak boleh 
lebih dari delapan bulan. 
1) Sistem pemberian pidana bagi concursus realis 
Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa 
macam, yaitu: 
a) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan 
ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh 
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melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini 
dinamakan sistem absorbsi yang dipertajam. 
b) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman 
pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi 
jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat 
ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi 
diperlunak. 
c) Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka 
menggunakan system kumulasi yaitu jumlah semua pidana 
yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi 
sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. 
d) Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan 
yaitu Pasal 302 (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 
352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 
(penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 
(penadahan ringan), maka berlaku system kumulasi dengan 
pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan. 
e) Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun 
pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku 
Pasal 71 yang berbunyi : “jika seseorang setelah dijatuhi 
pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena 
melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada 
putusan pidana itu maka pidana yang dahulu 
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diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan 
menggunakan aturan mengenai perkara-perkara diadili 
pada saat yang sama. 
2) Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak 
pidana concursus realis 
Concursus realis yang merupakan perbarengan tindakan jamak 
atau perbarengan dua atau lebih tindakan. Apabila tindakan-
tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan 
pidana yang dilanggar, sehingga bagi pelaku yang melakukan 
perbuatan perbuatan tersebut dia harus dikenakan pidana yang 
berbeda dengan pelaku yang melakukan yang melakukan tindak 
pidana secara umum (Prodjodikoro, 2003). 
Dilihat dari bunyi rumusan Pasal 65 KUHP maka dapat 
disimpulkan bahwa bagi pelaku hanya dikenakan satu pidana 
dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh 
lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Pasal 65 KUHP: 
a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan 
pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu 
pidana. 
b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi 
tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat 
ditambah sepertiga. 
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c. Concursus Berlanjut 
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa 
perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada 
hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria 
“perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah: 
1)  Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan. 
2) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.. 
3) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu 
lama. 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan 
bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 
pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus 
dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 
ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan 
ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 
(penggelapan ringan), 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang 
dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 
 
F. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan 
Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis  
Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai 
oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutus perkara. Dalam praktiknya pada putusan hakim sebelum 
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pertimbangan ini dibuuktikan, maka hakim akan menarik fakta hukum 
yang terungkap dalam persidangan. Kesimpulan yang akhirnya diabil oleh 
hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang 
menegaskan fakta yang terungkap tersebut. 
Pertimbangan yuridis mengacu pada syarat-syarat pemidanaan. 
Dalam praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung 
menggunakan system dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap 
pertimbangan hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya 
unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim senantiasa 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. 
Hal ini diatur secara limitative dalam KUHP sebagaimana dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan 
1) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP) 
Hal ini terjadi apabila seorang pejabat atau pegawai negeri yang 
diberi suatu kewajiban istimewa sehubungan dengan 
jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, 
atau daya upaya yang dimilikinya terkait jawaban itu, pidananya 
ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan 
pelanggaran. Selain itu Pasal 52a KUHP mengatur pula bahwa 
apabila saat melakukan kejahatan menggunakan bendera 
Kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya juga 
ditambah sepertiga. 
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2) Pengulangan tindak pidana (Recidive) 
Pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang 
melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan 
suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan suatu 
tindak pidana lagi. 
3) Perbarengan (Concursus/Samenloop) 
Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 
dan 66 KUHP, dimana perbarengan tersebut merupakan 
perbarengan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri. 
b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan 
1) Percobaan 
Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi 
apabila telah nyata niat pelaku kemudian telah ada permulaan 
pelaksanaan tindak pidana dan tidak selesainya pelaksanaan 
tersebut bukan karena kehendak dari pelakunya. Pemidanaan 
percobaan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. 
2) Pembantuan(medeplichtigheid) 
Pemidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi 
sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku 
yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang 
lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. Membantu 
melakukan tindak pidana ini meliputi dua hal yaitu membantu 
saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum tindak 
pidana dilakukan. 
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3) Belum cukup umur (minderjarig) 
Belum cukup umur lebih dikenal sebagai anak sebagai pelaku 
tindak pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa 
dikurangi sepertiga hukumannya dari pidana pokok apabila 
yang melakukan tindak pidana belum cukup enam belas tahun. 
Namun, pengertian ini dinyatakan tidak berlaku setelah 
diundangkannya UNdang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam undang-undang 
tersebut, yang dimaksud anak yaitu orang yang dalam perkara 
anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 
kawin. Selanjutnya ketentuan tersebut diambil alih Mahkamah 
Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban 
hukum bagia anak adalah dua belas tahun sesuai Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Selain pertimbangan yuridis, hakim juga dituntut harus mampu  
mempertimbangkan sisi sosiologis. Adapun faktor-faktor yang harus 
dpertimbangkan secara sosiologis adalah: 
a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat  
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa 
c. Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan 
Korban 
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d. Faktor masyarakat, yakni ligkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
3. Pertimbangan Subjektif 
Pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam 
bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak 
dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda 
sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim 
memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak 






A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri 
Makassar yang akan dilakukan pada bulan Agustus 2013. 
 
B. Bentuk dan Pendekatan penelitian 
Peneliti menggunakan pendekatan penelitian  dengan mengkaji 
asas-asas hukum yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan 
doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif 
dimana peneliti mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang 
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses 
yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, serta 
pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti 
juga mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tetapi tidak menguji 
hipotesis (Adi, 2004). 
 
C. Sumber Data Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 
didapatkan dari studi kepustakaan . Data sekunder dalam penelitian ini 
meliputi literatur, dokumen-dokumen dan buku terkait (Adi, 2004). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini cara memperoleh data sekunder yaitu dengan  
mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, 
dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
obyek atau materi penelitian dan putusan pengadilan (Soemitro, 1982) 
 
E. Analisis Data 
Peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil 
penelitian menggunakan teknik analisis data pendekatan kualitatif, yaitu 
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, 
yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan 
perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang 





HASIL PENELITIAN  
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Melarikan 
Perempuan di Bawah Umur tanpa Izin Orang Tua dan 
Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
1088/Pid.B/2012/PN.MKS) 
1. Posisi Kasus 
Pada Bulan Desember tahun 2011 sampai dengan Bulan Februari 
2012 bertempat di Jalan Rajawali 1 Lorong 10 No.110 Makassar Alias 
alias Ali (terdakwa) dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan 
atau membujuk Asriana Lestari (korban) yang pada saat itu masih berusia 
16 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya dan akhirnya tinggal 
bersama di rumah terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut: 
Berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa Alias alias Ali 
dengan korban Asriana Lestari yang pada saat itu baru berusia 16 tahun. 
Sekitar Bulan Desember 2011 korban Asriana Lestari datang ke rumah 
terdakwa di Jalan Rajawali 10 No. 110 Makassar dengan tujuan 
membesuk adik terdakwa yang baru saja melahirkan yang juga teman 
sekolah korban, akan tetapi setelah korban berada di rumah terdakwa, 
korban merasa nyaman tinggal di rumah terdakwa dan akhirnya tinggal di 
rumah tersebut. Selama korban tinggal di rumah terdakwa tidak ada usaha 
terdakwa dan keluarga terdakwa untuk memberitahukan keberadaan 
korban kepada orang tua korban bahkan terdakwa telah beberapa kali 
dengan sengaja menyetubuhi korban dengan melakukan tipu muslihat dan 
serangkaian kebohongan dengan dalih atau cara terdakwa merayu atau 
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membujuk korban. Awalnya persetubuhan dilakukan pada bulan 
Desember 2011 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan 
Rajawali 1 lorong 10 No. 110 Makassar. Selama terdakwa dan korban 
tinggal bersama sejak Bulan Desember hingga Bulan Februari 2012, 
terdakwa telah berulangkali menyetubuhi korban hingga akhirnya 
terdakwa dan korban dinikahkan pada tanggal 27 Desember 2011 secara 
agama (nikah siri) tanpa izin dari orang tua korban. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan dalam kasus ini ada 
dua dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu: 
a. Dakwaan Pertama 
Bahwa terdakwa Alias alias Ali pada hari dan tanggal yang tidak 
dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi masih dalam bulan Desember 
tahun 2011 sampai dengan bulan Februari tahun 2012 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2012 bertempat di Jalan Rajawali 10 No.110 Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar ia terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak (umur 16 tahun) 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang 
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: 
- Bahwa berasal dari hubungan suka sama suka (pacaran) antara 
terdakwa ALIAS alias ALI dengan ASRIANA LESTARI yang 
pada saat itu baru berumur 16 tahun. Bahwa sekitar Bulan 
Desember 2011 korban Asriana Lestari datang ke rumah 
terdakwa di Jalan Rajawali 1 Lorong 10 No.110 Makassar 
dengan tujuan membesuk adik terdakwa yang baru melahirkan, 
akan tetapi setelah korban korban berada di rumah terdakwa, 
korban merasa nyaman dan akhirnya tinggal di rumah tersebut. 
Selama korban tinggal di rumah terdakwa tidak ada usaha 
terdakwa maupun keluarganya untuk memberitahukan 
keberadaan korban kepada orang tua korban, bahkan terdakwa 
telah beberapa kali dengan sengaja menyetubuhi korban dengan 
melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan 
dalih atau cara terdakwa merayu dan membujuk korban. 
Awalnya persetubuhan dilakukan pada Bulan desember 2011 
sekitar pukul 24.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan rajawali 10 
47 
No 110 Makassar. Terdakwa dengan serangkaian kebohongan 
membujuk dan merayu korban dengan mengatakan “saya 
sayang, kalau sampai kamu hamil, saya bersedia bertanggung 
jawab. Janganmi takut nanti saya kasih tahu orang tuaku agar 
datang melamar kamu”. Atas bujukan dan rayuan dari terdakwa 
akhirnya terdakwa berhasil melampiaskan keinginannya 
meyetubuhi korban dengan cara memeluk, meraba-raba, 
memegang buah dada, mencium korban kemudian terdakwa 
mengatakan lagi “kalau akan bertanggung jawab apabila 
kemudian hari terjadi sesuatu”. Akhirnya terdakwa membuka 
celana panjangnya dan celana dalam korban lalu terdakwa 
menindih korban kemudian terdakwa memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam vagina korban setelah itu terdakwa 
menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara keluar masuk 
setelah itu cairan sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke 
dalam vagina korban yang pada saat itu korban masih berusia 
16 tahun. 
- Bahwa selama terdakwa dan korban tinggal bersama sejak 
Bulan Desember 2011 hingga Bulan Februari 2012 terdakwa 
telah berulang kali menyetubuhi korban hingga akhirnya 
terdakwa dan korban dinikahkan pada tanggal 27 Desember 
2011secara agama (nikah siri) tanpa izin dari orang tua korban. 
- Berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Mappaouddang No.Pol:VER/23/IV/2012/Rumkit 
tanggal 10 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas 
kekuatan sumpah jabatan oleh dokter Abadi Aman, Sp.OG. 
menyimpulkan:  




Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah 
Sakit Bhayangkara Mappaouddang tampak robekan selaput dara pada 
arah jam tiga dan jam enam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 
diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
b. Dakwaan Kedua 
Bahwa ia terdakwa ALIAS alias ALI pada hari dan tanggal yang 
tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi masih dalam Bulan 
desember 2011 sampai dengan Bulan Februari 2012 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 
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bertempat di Jalan Rajawali 1 lorong 10 Nomor 110 Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar ia terdakwa melarikan perempuan yang belum dewasa 
(umur 16 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi 
dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai 
perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah yang 
dilakukan dengan cara antara lain: 
- Bahwa berawal dari hubungan suka sama suka (pacaran) antara 
terdakwa ALIAS alias ALI dengan korban ASRIANA LESTARI 
yang pada saat itu baru berumur 16 tahun pada Bulan Desember 
2011, korban Asriana Lestari datang ke rumah terdakwa di Jalan 
Rajawali 1 Lorong 10 No.110 Makassar dengan tujuan 
membesuk adik terdakwa yang baru melahirkan, akan tetapi 
setelah berada di rumah terdakwa lalu terdakwa membujuk 
korban dengan mengatakan “saya sayang, kalau sampai kamu 
hamil saya bersedia bertanggung jawab, janganmi takut nanti 
saya kasih tahu orang tuaku agar datang melamar kamu” hingga 
akhirnya korban tinggal bersama terdakwa di Jalan Rajawali 1 
Lorong 10 No.110 Makassar. Selama korban tinggal di rumah 
terdakwa tidak ada usaha terdakwa maupun keluarganya untuk 
memberitahukan keberadaan korban kepada orang tua korban. 
- Bahwa sekitar Bulan Januari 2012 korban pernah kembali ke 
rumah dan akhirnya masih pada Bulan Januari 2012 korban 
kembali meninggalkan rumah pergi dan tinggal bersama 
terdakwa di Jalan Rajawali 1 Lorong 10 Nomor 110 Makassar 
hingga bulan Februari 2012. 
- Bahwa selama terdakwa dan korban tinggal bersama sejak 
Bulan Desember 2011 bingga Bulan Februari terdakwa telah 
berulang kali menyetubuhi korban yang pada saat itu korban 
masih berusia 16 tahun, hingga akhirnya terdakwa dan korban 
dinikahkan pada tanggal 27 Desember 2011 secara agama 
(nikah siri) tanpa izin dari orang tua korban. 
 
Kesimpulan: 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
sesuai Pasal 332 Ayat (1) ke 1 e KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa 
Tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada 
putusan Nomor 1088/Pid.B/2012/PN.MKS yang pada pokonya 
berpendapat bahwa terdakwa Alias alias Ali terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana melarikan perempuan di bawah 
umur tanpa izin orang tua dan persetubuhan terhadap anak, sehingga 
pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
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a. Menyatakan terdakwa ALIAS alias ALI bersalah melakukan 
tindak pidana sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain dan tindak pidana melarikan 
perempuan yang belum dewasa (umur 16 tahun) tidak dengan 
kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan 
perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai 
perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 
(2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Pasal 332 Ayat (1) ke 1 e KUHP sesuai 
dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum. 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALIAS alias ALI dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh 
juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan 
c. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).  
 
4. Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa 
terdakwa melakukan tindak pidana sengaja melakukan persetubuhan 
terhadap anak dan melarikan perempuan belum dewasa tanpa izin orang 
tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 
23 tahun 2002 dan Pasal 332 ayat (1) KUHP serta UU No. 8 tahun 1981 
(KUHAP), maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus 
terpenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Barangsiapa 
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak 
c. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
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Untuk membuktikannya, Penulis akan mengkaji satu persatu unsur-
unsur tersebut: 
a. Barangsiapa 
Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan 
bertanggung jawab adalah didasarkan atas keadaan dan kemampuan 
jiwanya (geetelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana 
ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. 
Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa 
terdakwa Alias alias Ali adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan 
kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi sehat dan tidak terganggu 
jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung 
jawab (toerekeningsvatbaar), oleh karenanya mengenai unsur ke-1 
“barangsiapa” ini telah terpenuhi. 
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak 
Menurut Satochid Kartanegara (1955) yang dimaksud dengan 
sengaja (opzetilijk) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki akibat perbuatan itu serta harus 
menginsyafi/mengerti akan akibat perbuatannya itu. 
Dalam mempersepsi kesengajaan, dikenal dua teori kesengajaan 
yaitu: 
1) Teori Kehendak (wilstheorie) 
Teori ini diusung oleh Von Hippel, kesengajaan adalah 
kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan 
akibat dari perbuatan itu. 
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2) Teori Membayangkan (voorstellingstheorie) 
Teori ini diusung oleh Festchrift Gieszen (1907) mengemukakan 
bahwa manusia tidak mungkin dapat mengehendaki suatu 
akibat, adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbukan 
dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan 
itu. 
Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan 
dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku. Teori bayangan 
menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan 
perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan 
akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan 
akibat itu. 
Dengan demikian unsur sengaja merupakan sikap batin pelaku 
tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku yang menghendaki dan 
menginsafi atau menyadari akan perbuatan dan akibat-akibatnya yang 
timbul dari perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku. 
Berdasarkan fakta yang muncul pada persidangan dapat diketahui 
bahwa terdakwa Alias alias Ali mengucapkan janji-janji kepada korban 
Asriana Lestari yang merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban 
dalam rangka pencapaian tujun terdakwa untuk dapat menggauli/ 
melakukan persetubuhan dengan korban sehingga korban mau mengikuti 
kemauan terdakwa yang akan menyetubuhi korban. 
Oleh karena itu cara-cara yang dilakukan terdakwa terhadap 
korban dan dilakukan dalam keadaan penuh kesadaran, tidak dalam 
keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras sehingga Penulis 
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berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja 
melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”. 
c. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
Menurut Soesilo (1980) yang dimaksud dengan persetubuhan 
adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempun yang 
biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-
laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga 
mengeluarkan air mani. 
Namun, dalam kenyataannya bahwa makna persetubuhan telah 
diperluas pengertiannya mengingat perkembangan tindak pidana 
persetubuhan yang semakin bervariasi. Persetubuhan memang 
mensyaratkan adanya peraduan alat kelamin pria dengan alat kelamin 
wanita sehingga mengeluarkan air mani. Hal ini sangat berbeda dalam 
praktik. Pendapat Penulis bahwa persetubuhan terjadi: 
- Ketika ada peraduan antara alat kelamin pria dengan alat 
kelamin wanita meskipun tanpa mengeluarkan air mani. 
- Memasukkan sesuatu ke dalam alat kelamin wanita seperti jari, 
narkoba, dan sebagainya. 
- Bentuk lain dimana mengandung maksud untuk menyetubuhi 
atau bersenggama dengan cara alat kelamin pria beradu 
dengan alat kelamin wanita. 
Penulis berpendapat demikian didasarkan pada pengamatan dan 
pengalaman dalam berbagai kasus yang terungkap dalam masyarakat 
dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sebagai suatu persetubuhan. 
Berdasarkan keterangan saksi korban Asrina Lestari dan Terdakwa Alias 
alias Ali di depan persidangan ternyata bahwa korban telah disetubuhi 
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oleh terdakwa petama kali pada bulan Desember 2011 di rumah terdakwa 
Jalan Rajawali 1 Lorong 10 No 110 Makassar dengan cara terdakwa 
menemui korban di dalam kamar dan terdakwa merayu korban dan 
mencium, maraba-raba payudara korban. Selanjutnya terdakwa membuka 
celananya dan membuka celana korban, dan memasukkan kemaluannya 
ke dalam kemaluan korban sehingga air mani/sperma terdakwa keluar 
dalam vagina korban. 
Fakta di atas dikuatkan pula oleh hasil pemeriksaan berdasarkan 
Berita Acara Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
Mappaouddang No. Pol: VER/23/IV/2012 Rumkit tanggal 10 April 2012. 
Yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh 
dokter Abadi Aman, Sp.OG. menyimpulkan tampak robekan lama selaput 
dara pada arah jam tiga dan jam enam. 
Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas terbukti 
bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban Asriana 
sehingga unsur ke-3 telah terbukti oleh perbuatan terdakwa 
Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun 
secara kumulatif maka selanjutnya Penulis akan membahas unsur-unsur 
hukum yang melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP. 
Adapun unsur-unsur hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Barangsiapa 
Karena unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan 
kesatu dan telah terbukti maka dianggap bahwa unsur “barangsiapa” telah 
terbukti dan terpenuhi. 
54 
b. Dengan sengaja melarikan perempuan belum dewasa tidak dengan 
kemauan orang tuanya/walinya tetapi dengan kemauan perempuan 
itu sendiri 
Yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang 
melakukan perbuatan dengans engaja dan harus menghendaki akibat 
perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat perbuatannya 
itu. 
Pada kasus ini yang dimaksud dengan melarikan adalah membawa 
pergi atau menjadikan seseorang perempuan yang belum dewasa berada 
dalam kekuasaannya tanpa izin atau kemauan orang tua atau walinya 
tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri 
Belum dewasa menurut KUHPerdata adalah belum berumur 21 
tahun, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah di 
bawah umur 18 tahun. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat persidangan 
diketahui bahwa korban Asriana pada waktu kejadian masih berumur 16 
tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Sehingga unsur belum 
dewasa sudah terbukti dan terpenuhi. 
Fakta pada persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa 
menikahi korban pada tanggal 27 Desember 2011 tanpa memberitahu 
orang tua korban. Selama terdakwa tinggal bersama dengan korban, tidak 
ada usaha dari terdakwa ataupun keluarganya untuk memberitahu 
keberadaan korban kepada orang tua/keluarga korban. Dengan demikian 
berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur kedua 
membawa pergi perempuan tanpa izin orang tua/walinya, tetapi atas 
kemauan perempuan itu sendiri telah terbukti. 
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c. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu dengan nikah 
maupun tidak dengan nikah 
Berdasarkan fakta persidangan ternyata selama korban tinggal 
bersama terdakwa tidak ada usaha terdakwa untuk memberitahu 
keberadaan korban kepada orang tua korban bahkan pihak keluarga 
terdakwa menyembunyikan keberadaan korban apabila ada orang tua 
korban mencari, dan selama korban tinggal bersama dirumah terdakwa 
tersebut terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi korban dan pada 
tanggal 27 Desember 2011 terdakwa menikahi korban secara siri yang 
dinikahkan oleh imam kelurahan tanpa seizin orang tua korban. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa terbukti bermaksud 
akan mempunyai atau memiliki korban baik dengan nikah maupun tidak 
dengan nikah. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara 
sah menurut hukum. 
Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat dan 
disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi  
dan terbukti menurut hukum. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Terdakwa Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur 
dan Persetubuhan terhadap Anak sesuai  Putusan Nomor 
1088/Pid. B/2012/PN Makassar 
1. Pertimbangan Hukum Hakim  
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara 
yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, 
tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek 
di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin 
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ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil 
sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal 
negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim 
lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral 
jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang 
sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun 
praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan 
dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi. 
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam 
persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan 
objektif seseorang dapat dipidana. Dalam amar putusan, hakim 
menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: 
- Menyatakan Terdakwa ALIAS alias ALI terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja 
melakukan persetubuhan terhadap anak dan melarikan 
perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda 
Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan; 
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
tersebut; 
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
- Membebankan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah 
 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah:  
1. Mempertimbangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan 
Mei 2012. 
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2. Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan, tipu 
muslihat, dan bujuk rayu untuk bisa menyetubuhi korban 
Asriana Lestari. 
3. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama 
terdakwa. 
4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan berupa 
hasil Visum Et Repertum dalam persidangan dan telah 
dibenarkan oleh terdakwa. 
5. Hakim mempertimbangkan bahwan atas dakwaan Penuntut 
Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan. 
6. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang 
telah memberikan keterangan di bawah sumpah. 
 
Adapun pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah sebagai 
berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan 
oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara 
kumulatif yaitu: kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 dan Kedua Pasal 332 ayat (1) KUHP. 
Menimbang bahwa oleh karena itu pertama-tama majelis hakim 
akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) UU No. 23 
tahun 2002. 
Menimbang bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan 
melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 maka perbuatan 
terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Barangsiapa 
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak 
c. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
Ad. 1. Barangsiapa;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah ditujukan 
kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat 
dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh jaksa penuntut umum 
telah dihadapkan seorang terdakwa yang atas pertanyaan majelis hakim 
dipersidangan menerangkan identita dirinya dan ternyata adala sama 
dengan orang yang dimaksud dalam surat dkwaan jaksa penuntut umum 
yaitu terdakwa Alias alias Ali 
Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dengan 
dakwaan dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang 
diajukan kepadanya serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang 
diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang 
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sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap 
atau mampu bertanggung jawab 
Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara ini tidak 
terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan 
sebagai terdakwa sehingga unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi.   
Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, Tipu Muslihat, 
Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak 
Menimbang bahwa menurut penjelasan dari KUHP Hukum Pidana 
Bagian 1 yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang yang 
melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki akibat 
perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti akan akibat perbuatannya 
itu. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi korban Asriana Lestari, 
Nurbaya Dg. Intang, Sutra Dg. Sonna, Siti Irawati alias Ira, H. Baharuddin, 
dan keterangan terdakwa ternyata terdakwa dan korban adalah sepasang 
kekasih. Korban sebelumnya sudah sering tinggal/bermalam di rumah 
terdakwa karena korban adalah teman dari adik terdakwa dan pada 
tanggal 28 April 2011 terdakwa pulang dari Manokwari. Pada saat itulah 
terdakwa dan korban bertemu untuk pertama kalinya. Pada saat baru tiba 
di rumahnya, saksi Asriana juga ada di rumah terdakwa di Jalan Rajawali 
1 Lorong 10 Makassar bersama dengan teman-temannya. 
Menimbang bahwa pada saat terdakwa keluar ke rumah temannya 
kemudian korban Asriana menelpon dan menyuruh terdakwa pulang. 
Setelah terdakwa tiba di rumah, terdakwa pun mengajak korban Asriana 
naik ke lantai 2 rumahnya. Selanjutnya terdakwa mengobrol sambil 
menonton. Kemudian terdakwa mengajak korban masuk ke kamar lalu 
terdakwa mencoba merayu dan membujuk korban dengan kata-kata “saya 
sayangko” kemudian terdakwa berusaha mencium korban dan ingin 
menyetubuhi korban namun tidak berhasil. Kemudian terdakwa mengantar 
korban pulang namun di tengah perjalanan, korban merasa pusing dan 
akhirnya terdakwa membawa kembali korban ke rumah terdakwa dan 
akhirnya korban menginap di rumah terdakwa. 
Menimbang bahwa setelah korban menginap di rumah terdakwa 
keesokan harinya terdakwa kembali menemui korban di dalam kamarnya 
dan terdakwa kembali membujuk dan merayu Asriana (korban) dengan 
mengatakan “tenangmiki, kita tauji orang tuaku, saya sayangko, kalau 
sampai hamil saya bersedia bertanggung jawab, janganmi takut nanti 
saya kasih tahu orang tuaku agar datang melamar kamu”. Atas bujukan 
dan rayuan dari terdakwa tadi akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi 
korban dengan cara memeluk, meraba-raba, memegang buah dada, dan 
mencium korban. Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila 
di kemudian hari akan terjadi sesuatu. Akhirnya terdakwa membuka 
celana panjangnya dan celana dalam korban, lalu menindih korban. 
Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina 
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korban setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan 
car akeluar masuk dan setelah itu cairan sperma terdakwa ke luar dan 
ditumpahkan ke dalam vagina korban. Setelah berhasil menyetubuhi 
korban akhirnya korban kembali ke rumahnya dan pada bulan Mei 2011 
korban Asriana berhenti sekolah dan tetap menjalin hubungan dengan 
terdakwa. Akhirnya pada bulan Desember 2011 korban datang lagi ke 
rumah terdakwa dan tidak mau lagi pulang ke rumahnya. 
Menimbang bahwa janji-janji yang diucapkan terdakwa terhadap 
korban Asriana dengan mengatakan “saya sayangko, tenangmiki, kita tauji 
orang tuaku, kalau hamil saya bersedia bertanggung jawab, nanti say 
asuruh orang tuaku agar datang melamar” adalah merupakan cara 
terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka pencapaian tujuan 
terdakwa untuk dapat menggauli/melakukan persetubuhan dengan korban 
sehingga korban mau mengikuti kemauan terdakwa yang akan 
menyetubuhinya,. 
Menimbang, bahwa setelah terdakwa merayu korban dengan 
mengumbar janji-janji akan menikahi dan bertanggung jawab serta akan 
melamar korban, korban pun yang masih tergolong anak di bawah umur 
tanpa berpikir panjang akhirnya mau mengikuti kemauan terdakwa dan 
membiarkan dirinya dicium, diraba payudaranya, dan dibukakan 
celananya oleh terdakwa sehingga terdakwa dapat memasukkan 
kemaluannya ke dalam kemaluan korban Asriana. 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara yang 
dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, ternyat aperbuatan terdakwa 
dilakukan dengan penuh kesadaran tidak dalam keadaan mauk atau 
pengaruh minuman keras, dengan demikian unsur kesengajaan dalam 
melakukan perbuatannya telah terbukti 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja 
melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak” telah 
terpenuhi. 
 
Ad.3 Melakukan Persetubuhan Dengannya: 
Menimbang, bahwa menurut R. Susilo yang dimaksud dengan 
persetubuhan adalah perpafuan antara anggota kemaluan laki-laki dan 
perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota 
kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan 
sehingga mengeluarkan air mani. 
Menimbang bahwa antara terdakwa dengan saksi korban memang 
telah terjadi persetubuhan. Maka untuk itu majelis akan 
mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap 
dalam perkara ini. 
Menimbang bahwa fakta yang ditemukan berdasarkan keterangan 
saksi korban Asriana dan keterangan terdakwa sendiri di depan 
persidangan, ternyata bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa 
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pertam kali pada tanggal 29 April 2011 di rumah terdakwa di Jalan 
Rajawali 1 Lorong 10 No 110 Makassar dengan cara terdakwa   menemui 
korban di dalam kamar dan terdakwa merayu korban kemudian mencium, 
meraba payudara korban dan mengatakan kepada korban “tenangmiki 
kita tauji orang tuaku, saya sayangko, kalau samapi hamil saya bersedia 
bertanggung jawab, janganmi takut nanti saya kasih tahu orang tuaku 
agar datang melamar”. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan 
membuka celana korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam 
kemaluan korban Asriana sehingga air mani/sperma terdakwa keluar di 
dalam vagina korban. 
Menimbang, bahwa atas bujukan dan rayuan terdakwa akhirnya 
terdakwa berhasil menyetubuhi korban dengan cara memeluk, meraba-
raba, memegang buah dada, mencium korban, kemudian terdakwa 
membuka celana panjangnya dan celana dalam korban lalu terdakwa 
menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina 
korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara keluar masuk 
sehingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam vagina 
korban. 
Menimbang bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan pula dengan 
hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang No.Pol.: 
VER/23/IV/2012/Rumkit tanggal 10 April 2012 yang dibuat dan 
ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter Abadi Aman, 
Sp. OG. Menyimpulkan bahwa tampak robekan lama selaput dara pada 
arah jam tiga dan jam enam. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan orang tua 
korban dinyatakan bahwa korban saat kejadian masih berumur 16 tahun. 
Hal tersebut juga didukung oleh ijazah sekolah menengah pertama tahun 
pelajaran 2009/2010 SMP Negeri 26 Makassar yang menyatakan bahwa 
korban Asriana Lestari lahir pada tanggal 25 Juli 1995 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 
23 tahun 2002, korban masih tergolong anak-anak. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas 
terbukti bahwa terdakwa benar telah melakukan persetubuhan dnegan 
korban Asriana sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga 
ini telah terbukti dan terpenuhi 
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan 
kesatu telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang telah 
dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk 
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya. 
Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan 
yang disusun secara kumulatif maka selanjutnya majelis hakim juga akan 
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mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 332 ayat 1 KUHP 
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Barangsiapa 
b. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan 
kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan 
perempuan itu sendiri 
c. Dengan maksud mempunyai perempuan itu baik dengan nikah 
maupun tidak dengan nikah 
 
Ad.1 Barangsiapa 
Menimbang bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan 
dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti yaitu terdakwa Alias alias Ali 
Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah 
dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti maka majelis 
hakim mengambil alih pertimbangan dakwaan kesatu tersebut sebagai 
pertimbangan dalam dakwaan kedua ini. Dengan demikian maka majelis 
hakim berpendapat bahwa unsur kesatu tentang barangsiapa telah 
terbukti dan terpenuhi. 
 
Ad.2 Dengan Sengaja melarikan Perempuan Belum dewasa 
tidak dengan Kemauan Orang Tuanya/Walinya tetapi dengan 
Kemauan Perempuan Itu Sendiri  
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa 
seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki 
akibat perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat 
perbuatannya itu. 
Merimbang bahwa yang dimaksud dengan melarikan disini adalah 
membawa pergi atau menjadikan seorang perempuan yang belum 
dewasa berada dalam kekuasaannya tanpa izin atau kemauan orang tua 
atau walinya tetapii dengan kemauan perempuan itu sendiri. 
Menimbang bahwa belum dewasa menurut KUHPerdata adalah 
belum berumur 21 tahun dan menurut undang-undang 23 tahun 2002 
adalah di bawah umur 18 tahun. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga 
telah dibenarkan terdakwa. Ternyata Asriana pada waktu kejadian masih 
berumur 16 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya, dengan demikian 
unsur belum dewasa sudah terbukti dan terpenuhi. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa 
pada bulan Desember 2011 korban Asriana telah meninggalkan rumah 
orang tuanya dan bermalam di rumah orang tia terdakwa. Dengan alasan 
bahwa korban bekerja di warung sari laut sehingga dekat dengan tempat 
kerjanya. Dan korban juga telah biasa menginap di rumah orang tua 
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terdakwa karena korban berteman dengan adik terdakwa yang bernama 
Ira. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata 
kedekatan hubungan terdakwa dan korban adalah berawal dari pacaran. 
Dimana korban sering datang ke rumah terdakwa karena korban adalah 
terman dari adik terdakwa dan pada saat terdakwa pulang dari Manokwari, 
korban datang ke rumah terdakwa bersama dengan teman-temannya. 
Kemudian adik terdakwa menyuruh korban menemui terdakwa di ruangan 
atas rumah terdakwa. 
Menimbang bahwa dari hubungan suka sama suk (pacaran) antara 
terdakwa Alias alias Ali dengan korban Asriana Lestari sehingga terdakwa 
akhirny amerayu dan membujuk korban, lalu mencium dan meraba 
payudara korban hingga akhirny aterdakwa menyetubuhi korban 
sebagaimana telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu diatas yang 
akhirnya pada bulan Mei 2011 korban berhenti sekolah dan kemudian 
tetap tinggal di rumah orang tua terdakwa dengan alasan korban bekerja 
di warung sari laut sehingga korban minta izin kepada orang tuanya untuk 
tinggal di rumah temannya. 
Menimbang b ahwa saksi korban dan terdakwa membenarkan 
bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 terdakwa telah menikahi korban 
Asriana Lestari dengan tanpa sepengetahuan dari orang tua korban akan 
tetapi atas kemauan  korban sendiri dengan wali nikah dari keluarga 
terdakwa yang bernama Ahmad Edy dan mereka telah tinggal bersama di 
rumah orang tua terdakwa. Sedangkan terdakwa tidak pernah 
memberitahukan keberadaan korban kepada orang tua korban bahwa 
terdakwa telah menikah dengan Asriana Lestari. 
Menimbang bahwa selama korban tinggal bersama terdakwa tidak 
ada usaha untuk memberitahu keberadaan korban kepada orang tua 
korban bahkan pihak keluarga terdakwa menyembunyikan keberadaan 
korban apabila ada orang tua korban mencari. Dan selama korban tinggal 
bersama di rumah terdakwa tersebut, terdakwa telah beberapa kali 
menyetubuhi korban. 
Menimbang bahwa perbuatan tersebut ternyata dilakukan terdakwa 
dengan penuh kesadaran tidak dalam keadaan mabuk tau pengaruh obat 
atau minuman keras dan terdakwa mengetahui apa yang dia lakukan 
terhadap korban dan mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya 
terhadap korban. Hal ini dapat diketahui bahwa terdapat usaha terdakwa 
untuk menyembunyikan korban ketika orang tua korban mencari dan 
terlihat dari adanya usaha korban untuk menikahi korban. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim 
berpendapat bahwa unsur kedua membawa pergi perempuan tanpa izin 
orang tua/walinya, tetapi atas kemauan perempuan itu sendiri 
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Ad.3 Dengan Maksud akan Mempunyai Perempuan Itu dengan 
Nikah maupun Tidak dengan Nikah 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi korban Asriana 
Lestari, Nurbaya Dg. Intang, Sutra Dg. Sonna, Sitti, Irawati alias Ira, H. 
Baharuddin dan keterangan terdakwa bahwa benar korban meninggalkan 
rumah dan pergi bersama terdakwa tanpa izin orang tuanya atau walinya. 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata selama 
korban tinggal bersama terdakwa tidak ada usaha terdakwa untuk 
memberi tahu keberadaan korban kepada keluarga korban bahkan pihak 
keluarga terdakwa menyembunyikan keberadaan korban apabila ada 
orang tua korban mencari dan selam korban tinggal di rumah terdakwa, 
terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi korban dan pada tanggal 27 
Desember 2011 terdakwa menikahi korban secara siri yang dinikahkan 
oleh Imam kelurahan (H. Baharuddin) tanpa seizin orang tua korban dan 
telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali sebelum terdakwa 
ditangkap. 
Menimbang bahwa fakta adanya persetubuhan didukung pula oleh 
hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara Visum Et Repertum  dari 
Rumah Sakit Bhayangkara mappaouddang No.Pol.: 
VER/23/IV/2012/rumkit tanggal 10 April 2012 yang dibuat dan 
ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dokter Abadi Aman, 
Sp.OG menyimpulkan bahwa tampak robekan lama selaput dara pada 
arah jam tiga dan jam enam 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa 
terbukti bahwa terdakwa betul-betul bermaksud akan mempunyai atau 
memiliki korban baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah. Dengan 
demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut 
hukum. 
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Pasal 332 
Ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka 
majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan 
yang belum dewasa tanpa izin dari orang tuanya. 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua terbukti 
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan belum 
dewasa tanpa izin orang tuanya dan melakukan persetubuhan dengan 
anak di bawah umur. 
Menimbang bahwa oleh karena itu maka terdakwa haruslah 
mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi hukuman setimpal 
dengan kesalahannya tersebut 
Menimbang bahwa hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada 
diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan 
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pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau pemaaf 
sehingga terdakwa dinilai mapu bertanggung jawab atas kesalahannya 
oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang 
setimpal dengan kesalahannya tersebut. 
Menimbang bahwa selain dari pidana penjara sesuai dengan 
ketentuan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 
kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda. 
Menimbang bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa harus pula memenuhi rasa keadilan bagi 
terdakwa dengan memperhatikan perlindungan dan rasa keadilan 
terhadap korbannya dan pembelajaran terhadap pelaku tindak pidana 
dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan bagi 
terdakwa. 
Hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa telah merusak moral korban yang masih 
anak-anak dan telah menghancurkan masa depan korban 
 
Hal yang meringankan: 
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
 Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya 
 Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat diharap 
merubah kelakuannya di masa yang akan datang. 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 
2. Amar Putusan 
MENGADILI 
- Menyatakan Terdakwa ALIAS alias ALI terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja 
melakukan persetubuhan terhadap anak dan melarikan 
perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda 
Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan; 
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
tersebut; 
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
- Membebankan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) 
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3. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di 
dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum 
sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan 
sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik 
Indonesia. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan Majelis 
Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas 
maksimum ataupun minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal 
dalam undang-undang tersebut. 
Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan terbukti melakukan “tindak pidana melarikan perempuan 
belum dewasa tanpa izin orang tuanya dan melakukan persetubuhan 
dengan anak di bawah umur”. Mengenai pertimbangan hukum hakim 
Penulis akan menguraikan analisis dua bagian yaitu: 
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada barang 
bukti berupa hasil Visum Et Repertum dan keterangan saksi-saksi yang 
sah kemudian dari keterangan tersebut hakim memperoleh keyakinan 
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bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Ayat 
(4) KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat mempidanakan si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana  yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan 
dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak 
adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. 
Dalam putusan No: 1088/Pid.B/2011/PN.MKS, proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh 
Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi 
serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa betul-betul melakukan tindak 
pidana yang ditujukan kepadanya. Lalu kemudian mempertimbangkan 
tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini majelis hakim 
berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar 
akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya 
berada pada kondisi yang sehat dan cakap sera mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya 
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang 
memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah merusak moral korban 
dan telah menghancurkan masa depan korban yang tergolong masih di 
bawah umur. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap 
sopan selama persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan 
yang telah dilakukannya, terdakwa masih sangat muda dan diharapkan 
dapat mengubah kelakuannya di masa yang akan datang, dan terdakwa 






Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum materil dalam putusan No. 
1088/Pid.B/2012/PN.MKS  adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan 2 (dua) dakwaan yang disusun secara kumulatif, 
yaitu: dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 
Tahun 2002, dan dakwaan kedua Pasal 332 Ayat (1) KUHP. 
Diantara unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum tersebut, semua dakwaan terbukti secara sah 
dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. 
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 
1088/Pid.B/2012/PN.MKS menurut Penulis sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan 
oleh Penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan 
terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, 
Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya 
dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan 
perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya 
dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk 
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mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya 
alasan penghapusan pidana. 
 
B. Saran 
Adapun saran pada penelitian ini adalah: 
1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, demikian pula Hakim diharapkan lebih cermat 
dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam 
proses peradilan. 
2. Hakim harus lebih aktif dalam menemukan kebenaran materil 
terhadap suatu perkara dan lebih cermat dalam memberikan 
pertimbangan yang bersifat subjektif dan sosiologisnya.dalam 
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